NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: B- 1865/KS8/KSDN/074 - 11/06/2024
NOMOR: B-KS.01.01.18A.05.24.316

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
(03-06-2024), bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang
bertanda tangan di bawah ing:

|. EDI DAMANSYAH :Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutig
Kartanegara, berkedudukan di  Jalan  Wolter
Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disecbut PIHAK KESATU.

2. SEM LAPIK : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan i
Samannda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Pengawas Obat dan Makanan,
berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto Nomor 3
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
discbut PTHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama

discbut PARA PIHAK, dengan ini lebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a.  PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten

Kutii Kartanegara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengon
prnsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagnimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dipindai dengan CamScanner



L. PIHAK KEDUA adalshorpomisas:  yoang  bersifot mandinn yving
melabsanakan tagas teknin operasionnl di idang peogawasan Cbat dan
Makanansesum dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

i bahwa  dalam  rangks  memnnghatkan  kualitas  pelayanan ke peada
masyarakat agar lebih cepot, mudah, teranghau, aman, nyaman dan
terpadu perlu melakukan pengntegrasian pelayanan publik pada Mal
Pelavanan  Publik  (MPP) Kabupaten  Kutino Kortanegiris denpgan
menyelenggarakan  pelayanan publik secara terpadu, meliputi seluruh
pelayanan  penzinan  dan non  penzinan  yang  menjadi kewenangan
pemenntah pusat dan dioerah serts pelayanon badan usahie milik

pegarin/badan usaha milik dacrah/swasta,

Dengan memperhatikan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebag

berikut:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Pablik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomaor %
Tuhun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tuhun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan  Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Dacrah;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat

dian Makanan;

6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal
Layanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerjn Sama Dacrah dengan Dacrah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Mhnk Ketiga;

H. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan  Reformansi
Hirokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggarann
Mal Pelayanan Publik;

9, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dian
Makinan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organinas
dan Tata Kerjn Badan Pengawas Obat dan Makanan;

(5]
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10, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Moakoanan Nomor 10 Talun 202]

B

tentang Standar Kegiatan . Usahon dan Produk  pada Penyelenpggaraan
Perianan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
Peraturan Boadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022

tentang Standar Pelavanan o Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanon; dan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahan 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Pengawan Obat dan Makanon,

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK wepakat untuk mengikatkan
dint dalam Nota Kesepakaton tentangSinergitus Penyelenggnrann Pelayanan
Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kutal Kartanegnra denpan
ketentuan sebapgal berikul:

Panal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang disebut dengan:

1.

(1)

Pelavanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangnn  bagi setinp warga negarn dan  penduduk  atans
barang, jasa danfatau pelayanan administratifl yang disediakan oleh
penyelenggaraan pelayanan publik.

Mul Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat
berlangsungnyn kegintan atou aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta
pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Dacrah /swiasta
dalam rangka menyedinkan pelayanan yang cepat, mudah, terjanghkau,
aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Kutal Kartanegara.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan  publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan
pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis layanan pada

sialu tempal,
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{2) Netn Kesepabatan il bertujuan meminpkstkan sinergs PARA PIHAK
dalam memberikan pelayanan kepads masyaraka yang mudsh, cepm,
teryunglani, aman, dan nyseman serts mepingkoa bkan deya sming  global
dulwm  membenloan  kemudshon berosshe e Keabupaten Kot
Konrtanne .

Punal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Ohjek Notn Kesepakatan inl yailu penyelenggaraan pelayanan publik di
buebiang Clhst dun Mabssnan pada Mal Pelayanan Publik di Esbupaten Kata)
Kaartanepari.

(4)  Muang ingkap Nota Kesepakatan inl meliputi;

w. penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputl laysnan informasi,
sertifikansi, permaohonan penerbitan Surnt Keterangan Impor (SK1) dan
Hurat Keternngan Ekspor (BKE), pengaduan di bidang Obat dan
Makiinan, serta kansullasi perizinan berussha di bidang Obat dan
Mo ke riaan

b, pemaniaatan  sarans dan  prasarana pelayanan publik di - MPPR
Knbuipaten Kutal Knrtanegarsg dan

¢, penyedinan  dan pengelolasn sumber  daya manusia dalam
penyelenggaraan MIPP yung disepakati PARA PIHAK.

Punal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

i, menyedinkan sarana, tempat, dan/oatau ruang pelayanan;

b mengatur pola pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP;

€. mengpordinasikan ketersediasn standar pelayanan bagl keseluruhan
pelayanan dalisrm MPP;

d.  menjomin kualitas pelayanan dalam MPP sesus) dengan standar
pelayanan;

e.  menetapkan ketentuan dan tats tertib yang harus dipatuhi oleh
PARA PIHAK;

. menyediakan mekanisme, pengelolann, dan penyelesaian pengaduan
masyarakat  yang terintegranl  atau  terhubung  dengan  sistem
pengelolann  pengaduan  pelayanan  publik  nasional  dalam
penyelenggnrann MPP; dan

#.  pemantauan dan evaluasl penyelenggaraan MPP,
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(2) PIHAK KEDUA mempunyil 1gin dinn tonpgeung powanh sebagm benkut

i mematubi dan melaksanakon tata tectib yang dibuat oleh PIHAK

KESATU,

b membenikion kepastian kelkutsertvnnnys dalam pelayanan poada MPP
Kabupaten Kutal Kartanegara,

[ menyvediakan layanan pubilhik yang menjodi kewenangannya,

d.  menvedinkan dan melakukon pembinaan sumber  doaya manusa
s bagend pelakosana pelayanin;

e, melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dilam
runghka pemanfontan MPP Kabupaten Kutai Kartanegari;

f.  menyedinkan standar operasional prosedur untuk jenis layanan yang
dilaksanakan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Kutal Kartanegirs;

g.  memberikan dukungan teknis dan pendampingan apabila terjadi
permanalahan dalam penyelenggarann pelayanan publik;

h. menyedinkian dokumen dan  kelengkapan lainnya  yang menjadi
prasyarat pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

i, melaksanakan operasional  pelayanan  sesuai dengan  waktu
operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;

1. melaporkan dan meminta persetujuan kepada PIHAK KESATU untuk
pemasangan atribut, spanduk, dan/otsu medin promosi leinnya di
lingkungan MPP Kanbupaten Kutai Kartanegaro;

k. tidak melakukan perbaikan, penambahan, dan/atau perubahan pada
ruang pelayanan, kecuali mendapat izin tertulis terlebih dahulu dan
PIHAK KESATU.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang
disepakati oleh PARA PIHAK sebagnimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan  satu  kesatuan dan menjodi  bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2] PARA PIHAK mendeleganikan kepada Perungkat Daerah dan/atau unit
kerja nesuni dengan tugas dan fungsi di lingkungannys masing masing
sehagai pelaksana dan penanggung jawab secarn teknis pelaksanaan
Rencana Kerjn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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Pasal 6
PEMBIAYAAN
Segala ava vang tmbal dalam pelaksanann Nota Kesepakatan i dibe bankan
kepada angearan PARA PIHAK sesunl dengan tugas dan tanggung jawab
masing masing, dengan memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang
undangan,
Panal 7
JANOGKA WAKTU

(1l Nota Resepakaton ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Lga) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(4] Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Nota
KResepakatan ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
berukhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 8
HORESBPONDENSI
Pemberitahuan dan informasi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan
ini disampaikan oleh PARA PIHAK melolui alamat korespondensi sebagu
benkut:
a. PIHAK KESATU
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat ¢ JI. Wolter Monginsidi No. 01 Sekretariat Kabupaten
Kutai Kartenagara, Tenggarong
Telepon ¢ (0541) 662088 / Fax: (054 1) 662088
E-mail ! kerjusamaksdndigmail.com
Website : htp:/ fkerjasama.kukarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda
Alamat ¢ WJl Letjen Suprapto No. 03 Samarinda
Telepon ¢ (0541) 741630 / Fax: (0541) 741630,747743
E-mail ¢ bbpom smdéyahoo.com
Website ¢ https:/ /samaninda.pom.go.id /
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Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan eviluas atas pelaksanaan

Noti Kesepakatan un setiap 6 (enam) bulian sekali.

Hasil pemantauan dan eviluasi sebagaimana dimaksud padi ayat (1)

dilaporkan kepada:

a. PIHAK KESATU : Bupatt  Kabupaten Kutai  Kartanegara  di
Tenggarong u.p Sekretaris Dacrah Kabupaten
hutii Kartanegarn

b. PIHAK KEDUA : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Samarinda.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan, dan
keamanan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan
Nota Kesepakatan ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang
berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.

PARA PIHAK scpakat untuk menjamin kerahasinan data dan/atau
informasi baik secarn masing-masing dan/atau bersama-sama untuk
tidak memberikan datn danfatau  informasi tersebut dalam bentuk
apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghentikan tanggung jawab
PARA PIHAK sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak terduga
yang tidak dapat dihindan atau berada di luar kemampuan manusia
untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebul.
Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bencana alam, bencana non alam, perubahan peraturan perundang-
undangan, dan keadaan keamanan yang menyebabkan tidak dapat
dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini,
Dalam hal terjadinya keadann kahar sebagaimana dimaksud dalam avat
(1) dan ayat (2), PARA PIHAK dibebaskan dari langgung jawab atas
kegngnlun  atau  keterlambatan  dalam  melaksanakan  kewajibun
berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
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(4 Pihak vang mengolaomi Keadonn  kahar  harus membentanhukan
prhaklamnya secara lisan daliom waktu 48 [empat puluh delapian) jam dan
dukuti dengan pembentanhuan secara tertubis paling lambat 7 (tujuh) hari
sejuk keyndian Kahar tersebut,

(5) Segala kerugian dan biava vang dikeluarkan salah  satu  pihakse bagai
akibat keadaan kohar dalam pelaksanonan Nota Kesepakatan i tidok

menjadi tangggung jawab pihak lainnya.

Pasal 12
PERBEDAAN PENAFSIRAN
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  dalam  pelaksanaan  Nota
Kesepakatan ini, PARA PIHAK scpakat menyelesaikan secarn musyawarah

untuk mufakat.

Pasal 13
ADENDUM
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituang secara tertulis
dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kescpakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) ash
masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang
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